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KEPUTUSAIIT BUPATI HAI"MAIIERA BARAT
NOMOR: Bq.n /xpts/ B 12024

TENTANG

STAII KHUSUS BUPATI HALUIAIIIRA BARAT BIDAITG PIMERII$TAIIAIT DAIT DESA
DALAM MEITDUKUITG PEIYYELEI{GGiARAAIT PIMERIilTAEIAN DATRA}I

KABUPATEIT IIALMAHERA BARAT
TAIIUil 2424

BUPATI ITALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menata dan menselaraskan penyelenggaraan
tugas-tugas bidang Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil
guna agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perund.ang-undangan,
maka diperlukan penguatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya
aparatur bidang Pemerintahan dalam mendukung penyelenggaraal
Pemerintahan Daerah;

b. bahwa mengingat kompleksnya berbagai permasalahan dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang dihadapi oleh Pemerintah
Kabupaten Halrnahera Barat khususnya dihidang Pemerintahan serta
untuk peningkatan kineda Bupati, maka sangat dibutuhkan
keberadaan Staf Khusus Bupati Bidang Pemerintahan dan Desa dalam
mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbalgan sebagaimana dimaksud dairam huruf
a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat
tentang Staf Khusus Bupati Halmahera Barat Bidang Pemerintahan dan
Desa Dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintatran Daerah
Kabupaten Hahnahera Barat Tahun 2424;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6O Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
undang Nomor 23 Daruat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-
daerah swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I
Maluku menjadi Undang-undang;

2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi
Maluku Utara, Kabupaten Buru dal Kabupaten Maluku Tenggara
Barat;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Haimahera Uiara, Katiupai.en Haimairera Stiaian,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota
Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2AO4 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2AA tentang Aparatur Sipil
Negara;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi
Pemerintahan;

10.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antai-a Pemeri,rtah Pusat dan Pemci'iniah Daerah;

1l.Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang Pembentukan
Peraturan Perundang- undangan;

12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang l)ana
Perimbangan;

Jalan Perrgatrdian Desa Jati Porniti Kec. .Jailolo Kode Pos - q7752
Kahupaten Halmahera Barat - Il{a-1uku Utara Teip (0921} 222LAO1, Fa-x iO92 1i '222IAAL

A

4.

5.
6.
7.

B.
9.



Memperhatlkan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

-2-

l3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun '2016 tentang Perangkat
Daerah;

i4.Peraturan Pemeriniah Nomor i2 Tahun 2A17 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

l5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

16.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor L2 Tahun 2All tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

l7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

l8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun '2A2O tentang
Frdt-rrnan Tekrris Pengeloiaarr Keuarrgan Daerah;

l9.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2421
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat
Nomor 6 Tahun '2AL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

20.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2A24
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanl'a Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2O24;

2l.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun '2021 tentang
Peubahan ketiga atas Peraturan Bupati Haimahera Barat Nomor 1o
?ahun 2OL6 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

22.Peraturan Bupati Ilalmahcra Barat }\'lomo; I Tahun )421 tcntang
Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran '20'24;

Surat Kepala Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan Setda
Kabupaten Halmahera Barat Nomor : Ba1/21212A24 perihal
Permohonan Penerbitan SK KDH.

MEMUTUSI(AI$ :

Mengangkat Saudara M. NOFB'IZAL AMIR sebagai Staf Khusus Bupad
Haimahera Barat Bidang Pemerintahan dan Desa Dalam Mendukung
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Masa kontrak keq'a Staf Khusus Bupali Bidang Pemerintahan dan Desa
Dalam Mendukung Penyelengflaraan Pemerintahan Daerah selama 9
Bulan terhitung mulai tanggal 1 Bulan Aprii sampai dengan tanggal 31
Buian Desember Tahun 2024.

Masa kontrak sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, sewaktu-u'aktu
dapat ditinjau dan/atau diakhiri bilamana tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan
kebijakan pemerintah dan/atau bertentangan dengan hal-hal lain yang
bersifat teknis.

Staf Khusus Bupati Bidang Pemerintahan dan Desa Dalam Mendukung
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat diberikan tunjangan
kinerja dengan besaran Rp. 4.5OO.OOO,- (trmpat Juta Lima Ratus Ribu
Rupiah).

Staf Khusus Bupati Bidang Pemerintahan dan l)esa Dalam Mendukung
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selain memperoleh Hak-hak
sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat dapat pula diberikan
tambahan penghasilan lain sepanjang tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan
kemampuan keuangan Daerah.

Staf Khusus Bupati Bidang Pemerintahan dan Desa Dalam Mendukung
Pen3relenggaraan Pemerintahan Daerah dapat diberikan bantuan bra1.a
peq'alanan dinas Dalam Daerah maupun Keluar Daerah {Dalam Negeri}
diset-arahkan dengan Perjalanan Dinas Non PNS.
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Staf Khusus Bupati Bidang Pemerintahan dan Desa Dalam Mendukung
Pen5,elenggaraan Pemer-intahan Daerah mempun.l,si tLrgas seLragai
berikut:
a. Memberikan bahan masukan, kajian dalam perulnusan kebijakan

Bupati Bidang Pemerintahan dan Desa Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang mencakup pelayanan administrasi
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

b. Meiaksanakan identifikasi dan anaiisis pokok permasaiahan yang
urgen dan strategis di bidang Pemerintahan dan Desa;

c. Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah bidang Pemerintahan
dan Desa;

d. Memantau dan melakukan kajianlanalisis terhadap kebil'akan
Daerah bidang Pemerintahan dan Desa agar sesuai dengan Visi dan
Misi Bupati serta kebutuhan Daerah;

e. Tugas-tugas khusus lain yang diberikan oleh Bupati.

Staf Khusus Bupati Bidang Pemerintahan dan Desa, dalam
rnenjalarrkarr tugas berkoordirrasi cierrgan Sekreiaris Daerah rian
melaporkan kepada Bupati.

Segala braya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkallnva
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : Ag 2024

BUPATI

Tqmhusarc Disampaikan kepada Yth ;

1, Sekretaris Daerah Kah. Halmahera, Barat di Jailolo,
2. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yang bersangkutan untuk diketahui.

BARAT,

JATYIES UAITG
Ass. Bid. Administrasi Umum
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